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BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR2A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN ALOKASI DANA PENGHASILAN TETAP
APARAT PEMERINTAHAN DESA (PTAPD) DAN PENGHASILAN TETAP ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PTABPD)
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHT]N ANGGARAN 2O1O

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan pemberdayaan Aparat
Pemerintah Desa dan Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Implementasi dari Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi
Dalam Negeri Nomor 142-524 tanggal 24 Juni 1988 tentang Pengelolaan
Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, maka untuk
kelancaran dalam Penyaluran Dana dimaksud, dipandang perlu ditetapkan
Jwilah Besaran Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa
(PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(PTABPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan
Jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah
desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan
Desa (PTABPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sul4 Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara;
Undang - undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4.
5

6.



7.

8.

9.

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengaturan

Mengenai Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian (Irusan

Pemerintah Kabupaten / Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Perubahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun 2010

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat
Pemerintah Desa (PTAPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk
Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Desa. . .. . . "Rp. 1.000.000,00 perbulan

2. Kepala Urusan. ...Rp. 300.000,00 perbulan

Menetapkan Jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) dalam Daerah Kabupaten
Halmahera Barat untuk Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai
berikut:

l. Ketua BPD . ...Rp. 600.000,00 perbulan

2. Anggota BPD. ...Rp. 300.000,00 perbulan

Aparat Pemerintah Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap Aparat
Pemerintah Desa (PTAPD) Tahun Anggaran 2010, untuk setiap Kecamatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhak menerima
Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratart Desa (PTABPD) Tahun
Anggaran 2010, untuk setiap Kecamatan sebagaimana tercantum pada

Lampiran II Keputusan ini.

Proses Penyaluran Dana Penghasiian Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD)
dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat dengan
sistem/mekanisme pembayaran secara langsun g.

10.

11./

t2.

13.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

,l
b/

KELIMA



KEENAM : Khusus Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang berstatus

Pegawai Negeri Spil dan TNI/POLRI yang masih aktif tetap diberikan
Penghasilan tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

, KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.(

Ditetapkan di : Jailolo .
Padatangga :{3rnucrt 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat PT
Sekretaris Daerah

Ass.Bid. Pem, Adm & Umum L, ?/o*to

Kepala BPMD lb[a-r,,
Kabag.Hukum & Organisasi {o/,ur.,,

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubemur Maluku Utara.
2. Yth Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo

,l
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,JAii-CLC}

I(EPUTUSAN I]UPAI I IIALMAHERA BARAT
NOMOL1 l+ g rnHUN 2010

.1'L:N 
TANG

1.;i_i![-i.I\PAN ?AGU PROGRAI\i BERAS UNTUK RUMA}] TANGGA MISt(Ii!
(t-iAsl.fl N) DALAM WILAYAI-I iiABUPATEN HALIT4AHERA BARAT

PROPII{SI MALUKU UTARA
TAHuN 2010

[r,'lu,rirttblittg . a.

BUPATI I1ALMAI1ERA BARAT

batrwa menindaklanjuti Keputusatr Cubernur Maluku Utara

Nornor'. A.1 lKPI-S / ivlu / 2010 tentang Penetapar-r Pagu

Beras untuk'Rurnah Tangga Miskin pada Kabupaten / Kota
di wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, maka perlu

ditetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga
\4iskirr (RASt(lN) clalam wilayah Kabr-ipaten l-lalmahera
Barat Propinsi lvialukt.r Utara Tahun 2010

bahrryzl dalarn upaya nreningkatl<an ketalranan pangan cjatt

memberikan perlindLlngan terhadap Rumah Tangga Miskin
(Rl-M), maka pemerintah telah rrenyediakan kebutuhan
pangan serta mengembangkan sistim jaringan sosial melalui
Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga
Miskin (RASKIN) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera
Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nontor 23 Da,.urat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pemerintahan Keluarga
Sejahtra;
Undang-undang l'Jomor 1 Tahun 2003 tentariE
Pernbentukan Kabr-rpaten H.elmahera Utara, Kabupaten
Halmaltera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
l-lalmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
lvlaluku Utara;

b.

Mengingat . 1.

C

a

.1

6

Undang-undang l.lonror 3?
Pernerintahan Daerair ;

Undang-undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan antara
Derah;

Tahuir 2004 tentang

[ahun 2004 tentang
Pemerintah Pusat dan ;
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Undang-undani; Nornor 6 Tal-run 1998 tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuri 2OO7: tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
Keputusan Presiden Rl Nomor 72 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Ariggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Daerah frlonror 1 Iahuri 20-10 tentang Pertr.,'t;'lpatr

APBD Kabupaten Halrnahera Barat -fahun 2010;

1 Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri
dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahurt
2003 dan PKK- 12 I 007 I 2Affi tentang Pelaksatraan
Program Raskin,

2. Surat Kementerian Koordinator Bidang l(esra Nomor B-
2423 I KMK / Dep ll/ Xll I 2009 Tanggal 9 Desember
2009 tentang Pagu Raskin Tahun 2010.

MET,"4UTUSKAN :

Menetapkan Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga
Miskin (RASKIN) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera
Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, dengan besaran
sebagairnana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Pendistribusian Beras kepada Rumah Tangga Miskin
sebagaimana maksud Diktum Pertama, ditetapkan sebanyak
13 l(g / RTS / bulan selama12 bulan dengan harga Rp
1.600 (seribLr enam ratus rupiah) i Kg;

Transportasi / biaya angkutan beras dari gudang Bulog di
titik distribusi di ibu kota Kecamatan menjadi tanggung jawab
perlrrn Bulog SUB DIVRE wilayah I Ternate, sedangkan dari
tili!( distribusi l(ecanratan ke Desa di dalam wilayal'r
Ke camatan dibebankan kepacla APBD Kabupaten
Halmahera Barat;

Menugaskan l(epada Kabag Ekononri Setda Kabupaten
Halmahera Barat berkoordinasi dengan Para Camat dalar,:
lViicyalr i(abupaten l ialnrahera Llarat untirlr
i lvlernbentuk -Iirl i(oordinasi PenyaiLrrarn Beras untuk

tlumatr langga Miskin di tingkat l(ecanratan dengan
rnelibatkan I nstansi terkait;

',). Berkoordrnasi dengan Perum Bulog Divisi Regional
Wilayah I Ternate untuk menentukan titik distribLisi
penyaluran beras di masing-masing Kecamatan dengan
mempertimbangkan faktor efektifitas dan efesiensi dalam
pe nd istri b rr s i a n nyra,

3 iilelaporkan pelal(sanaan Prograrn Raskin setiap bularr
kepada Bupati Hillmahera Barat

Dengan berlal<unya keputusan ini, rn:ika Keputusan Bupati
Halmahera Barat Nomor 66.8 Tahun 2009 tentang
Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin
(llASKtN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggarrn ..,. 

'
2009 clinyatakan rliclbut dan tidak berlaku lergi;

o

7

B.

I

lvierrnperlr::tikan :

Merretapkan

PFIII-AMA

l,( E Ll ilrr,

[('l':l iGA

KEEfulPAT

KELIiUA
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KepLrtusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan cli Jailolo d

pada ta ncr;^ l ;'i+ l , , ,ii.-,l /-i i i)

BUPATI HALMAHERA BARAT,
!f

,\t .'! / ///'.t.//.

" 
' i" i/i/i /r t'

i.' ,,.!j

/
'NAn"qro H. RoBA

-irr:ltl [;tlsLltl Yit-i,
'1 r,;l;:riei-i L)alam ,.legei-i di iakartai.

? ()'tii.re rnur MalL:ku Utara
.i Diiel<tur Utama Perttrn Bllog cii Jar'aria,

5 Dirjen PlvlD Depafieman Dalam Negeri cii Jal<arta,

0 i(=iua DPRD Kab Flalmahera Barat,

,' i1i1:,pcl<tur lnspektorat Kab Halmahera Barat,

8 Kcpala Perdm Bulog Divisi Regional Maluku di Ambon,

! i/.eoala Peiuin Brrlog Sub Divisi Regional I Ternate di Ternate,



] ,,.,.IiI-iFi/\i! . I'(i:PUTiJSAN GUBEi]NUR MAI*UI(I.J I] iAIIA
IIOMCR TAI IUi! 20.10
TANGGAL 2O1O

I L-ld-iAhiG : DAFI-AR Pi,GU PEfiYALURAN BERAS UNTU RUMAH
TANGGA MISKIN IRASKIN) DALAM WILAYAH KABUPATEN
i]ALMAHERA BARAT PROPINSI MAI UKU UTARA IAI]UN 20,10

NO i<ECAfulATAN RTS
PAGU

PERBULAN
(13 Kq)

TOTAL PAGU
12 BULAN

.l
/, J 4 5

.1

I

2
J

4
r-

0

7

B

I

JAILOLO
JAILOLO TIMUR

.JAILOLO SELATAN
SAHU

SAHU TIMUR
IBU

IBU UTARA
IBU SELATAN

LOLODA

2.420
684
974
850
646

'r.056

1.276
4 aro

. JJO

1 643

31 460
B B92
12.662
11 050
8.398
13.728
16 588
17.394
21.359

377.520
106 704
151.944
132 600
100 776
164.736
199 056
208 728
256.308

JUMLAH 10.887 141.531 1 698.372

BUPATI HAT,MAHERA BARAT,

,I ,, , ,,,/

, 1'\, /1yi/r t'/r, ,/
I s /':t'
|='TAMTO H. RCB/1

\:


